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ABSTRAK

Supriyono, Adi Prabowo. 2020. Pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna
Usaha atas nama PT.Sinar kartasura sebagai Objek Wisata I’ampelgading
Homeland. Skripsi Bagian Perdata Agraria. Fakultas Hukum. Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing: Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

Kata Kunci : Tanah Negara Bekas Hak, Pemanfaatan Tanah Negara.

Tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah
terkait dengan banyak aspek. Sifat tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan
akan tanah yang terus meningkat maka diperlukan pengaturan yang baik, tegas, dan
cermat mengenai penguasaan pemilikan maupun pemananfaatan tanah, sebagai
upaya untuk mewujudkan cita-cita penguasaan dan penggunaan tanah untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini terjadi dengan tanah Eks hak guna
usaha atas nama PT.Sinar Kartasura di Kecamatan Bandungan. Karena sebagian
dari tanah tersebut dimanfaatkan oleh desa sebagai obyek wisata I’ampelgading
Homeland yang berada di Desa Kenteng.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Siapa yang berwenang
mengelola tanah negara dan bagaimana pengelolaan tersebut?; (2) Apa dasar
pemanfaatan tanah negara Eks Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Sinar Kartasura
oleh desa sebagai objek wisata I’ampelgading Homeland?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
yuridis-sosiologis. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer
sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Adapun teknik
pengumpulan data dalam skripsi ini dengan penelitian, studi kepustakaan, dan
wawancara dengan pejabat Desa Kenteng dan masyarakat selaku pengelola objek
wisata I’ampelgading, wawancara dengan kepala bagian tata pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang serta Kepala Subseksi penetapan hak
tanah dan pemberdayaan hak tanah di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten
Semarang.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa tanah negara bekas hak guna usaha atas
nama PT.Sinar Kartasura tersebut adalah kewenangan Kementrian ATR/BPN
karena luasanya diatas 200.000 M2. Namun kewenangan pengelolaan tanah
tersebut ditangguhkan sampai hak keperdataannya mendapatkan putusan yang
inkrah. Sedangkan dasar pengelolaan tanah tersebut adalah Surat Keputusan Kepala
Desa Kenteng No: 556/12/X/2017. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar
hukum karena Desa tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin
pengelolaan terhadap tanah negara dan tanpa izin dari otoritas pertanahan setempat.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya
tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai
sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai
golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam
penguasaan tanah yang berbeda-beda, dan aspek politik, serta aspek hukum
yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut (Erman
Rajagukguk, 1995: 1-3).

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan
pembangunan nasional, tanah memiliki fungsi yang strategis, baik sebagai
sumber sumber daya alam maupun sebagai ruang pembangunan. Karena
kesedian tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus
meningkat, maka diperlukan pengaturan yang baik, tegas, dan cermat
mengenai penguasaan pemilikan maupun pemananfaatan tanah, sebagai upaya
untuk mewujudkan cita-cita penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah berupaya memaksimalkan peruntukan dan penggunaan
tanah dengan bermacam cara, diantaranya yaitu mengeluarkan berbagai macam
peraturan pertanahan seperti peraturan penataan ulang struktur penguasaan dan
pemilikan tanah untuk kepentingan orang atau badan hukum atas tanah negara

maupun di atas tanah hak milik. Tanah dalam lingkup hukum



Agraria/Pertanahan pengertiannya telah diberi batasan resmi oleh UUPA.
Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah
permukaan bumi (ayat 1). Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian
tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran
panjang dan lebar (Harsono, 2008:18). Tanah telah diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang maupun badan hukum dengan serangkaian hak yang
disediakan oleh UUPA.,

Hak menguasai oleh negara berisi wewenang untuk mengatur,
mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan, serta berisi
kewajiban untuk mempergunakannya sebesar — besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Hak
menguasai tanah oleh negara tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai oleh negara” dalam kalimat
diatas memeiliki makna (1) mengatur dan melakukan peruntukan, penyediaan
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang, (2) menentukan dan mengatur
hubungan hukum antara manusia, bumi, air dan ruang, dan (3) menentukan dan
mengatur hubungan hukum antara manusia dan tindakan hukum terkait bumi,

udara, dan ruang (Suhadi, 2014:77).



Hak penguasaan atas tanah berisikan mengenai serangkaian wewenang,
kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu
mengenai tanah yang dihaki (Harsono, 2008:24). “Sesuatu” yang boleh, wajib
atau dilarang untuk diperbuat, merupakan isi hak penguasaan yang menjadi
kriteria pembeda diantara hak — hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam
Hukum Agraria. Penguasaan tanah dalam hal ini dapat dibagi menjadi 2 (dua)
aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Penguasaan tanah secara yuridis
dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya
memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah secara
fisik (Harsono, 2008:25). Meskipun demikian, penguasaan fisik tidak selalu
melekat pada pihak yang menguasai tanah secara yuridis. Contohnya tanah
yang disewakan, dimana penguasaan secara Yyuridis ada pada pemilik
tanah,sedangkan penguasan fisik ada pada penyewa tanah.

Undang — Undang Pokok Agraria sebagai sebutan dari Undang —
Undang No 5 tahun 1960 disusun berdasarkan pedoman — pedoman dari
Pancasila sebagai dasar kerohanian dan merupakan azas hukum agraria yang
bersifat khusus dan telah dijelmakan dalam pasal — pasal Undang — Undang
Pokok Agraria (Soetiknjo,1990:35)

Pemegang hak secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengelola
dan menggunakan tanah sesuai sifat dan peruntukan tanahnya. Secara umum
pemegang hak dapat mempergunakan tanah sesuai dengan kebutuhannya
dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan dalam peraturan
perundangan. Pemegang hak atas tanah juga mempunyai kewenangan dibatasi

sesuai dengan macam dan jenis hak atas tanah yang dipunyainya. Menurut



Pasal 4 UUPA menentukan bahwa atas dasar Hak Menguasai Negara dapat
memberikan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan
hak atas tanah kepada orang perorangan maupun badan hukum (sebagai subjek
hukum) untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan
haknya, agar dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi
pemegang hak, keluarganya dan masyarakat sekitarnya.

Tanah seluas 198 Ha yang terletak di Desa Candi dan Desa Kenteng
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang berstatus Hak Guna Usaha
Nomor 1/Candi dan 1/Kenteng atas nama PT.Sinar Kartasura yang selanjutnya
berdasarkan Surat Keputusan Kantor wilayah BPN nomor 6-V-2001 tertanggal
29 Januari 2001 tentang pembatalan hak guna usaha tersebut. Sehingga tanah
tersebut mulai digarap kembali oleh masyarakat sekitar yang mayoritas
merupakan petani penggarap karena sebelumnya masyarakat telah menggarap
tanah tersebut, yaitu sebelum lahirnya hak guna usaha tersebut.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa setiap daerah mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dan
juga wajib melaksanakan RTRW sesuai dengan peraturannya. Di Kabupaten
Semarang, terdapat Perda Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 yang
mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang. Melalui
Perda ini, pemanfaatan ruang telah dikelompokkan berdasarkan struktur,
fungsi dan rencana pola ruang wilayah.

Berdasarkan Perda Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang pada Pasal 5 ayat (1) huruf



h telah dijelaskan bahwa strategi penataan ruang wilayah yaitu dengan
mengembangkan kawasan pariwisata berbasis budaya, alam dan agrowisata
terutama di Kecamatan Bandungan salah satu contohnya wisata I’ampelgading
Homeland.

Desa Kenteng yang sedang merintis untuk menjadi desa wisata
akhirnya resmi membuka destinasi wisata di atas awan. Wisata yang berada di
lereng gunung ungaran ini disebut dengan I’ampel gading Homeland. Nama
tersebut diambil karena berada di dusun Ampel gading, Desa Kenteng.

Objek wisata I’ampelgading Homeland berada di Dusun Ampelgading
Desa Kenteng terletak diatas tanah negara Eks Hak Guna Usaha atas nama
PT.Sinar Kartasura tersebut. Objek wisata ini diresmikan pada tanggal 11
November 2017 oleh Bupati Semarang yaitu dr. H. Mundjirin ES. Sp.OG.
Peresmian ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Kenteng, Pramuka,
Mahasiswa, TNI, Polri, perangkat Desa Kenteng, camat Bandungan bahkan
perwakilan dari kabupaten Semarang disertai dengan penanaman 2000 pohon
yang dilakukan oleh mahasiswa pecinta alam dan masyarakat setempat.
Penanaman pohon ini merupakan sebagai wujud upaya mempercantik dan
menjaga gunung Ungaran. Objek wisata ini menawarkan pesona diatas awan
1367 mdpl.

Berdasarkan wuraian di atas penulis akan mengkaji tentang
PEMANFAATAN TANAH NEGARA EKS HAK GUNA USAHA ATAS
NAMA PT. SINAR KARTASURA SEBAGAI OBJEK WISATA

I’AMPELGADING HOMELAND



1.2 lIdentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, penulis ingin
mengangkat dan mendeskripsikan perihal permasalahan yang menyangkut
pemanfaatan tanah Eks HGU PT.Sinar Kartasura, sehingga dapat
diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pembatalan Hak Guna Usaha nomor 1/Candi dan 1/Kenteng atas
nama PT.Sinar Kartasura oleh Surat Keputusan Kanwil BPN nomor
6-V-2001.

2. Permohonan pembatalan Surat Keputusan Kanwil nomor 6-V-2001
tentang pembatalan Hak Guna Usaha nomor 1/Candi dan 1/Kenteng
oleh PT.Sinar Kartasura.

3. Pemanfaatan tanah negara Eks Hak Guna Usaha Atas Nama
PT.Sinar Kartasura sebagai objek wisata I’ampel Gading Homeland.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.
Pembatasan masalah tersebut adalah:
1. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan tanah negara Eks Hak
Guna Usaha Atas Nama PT.Sinar Kartasura sebagai objek wisata
I’ampel Gading Homeland

2. Objek penelitian sebatas pada pemanfaatan tanah negara Eks Hak
Guna Usaha Atas Nama PT.Sinar Kartasura sebagai objek wisata

I’ampel Gading Homeland



1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Siapa yang berwenang mengelola tanah negara dan bagaimana
pengelolaan tersebut?

2. Apa dasar pemanfaatan tanah negara Eks Hak Guna Usaha Atas
Nama PT.Sinar Kartasura oleh desa sebagai objek wisata
I’ampelgading Homeland?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui kewenangan pengelolaan tanah negara dan
bagaimana pengelolaan tanah tersebut.
2. Untuk menjelaskan dasar pemanfaatan tanah negara Eks Hak Guna
Usaha Atas Nama PT.Sinar Kartasura oleh desa sebagai objek wisata
I’ampelgading Homeland.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Menambah khasanah pengetahuan mengenai perkembangan
pengetahuan dibidang IImu Hukum Agraria khususnya di pemanfaatan
tanah negara sebagai objek wisata.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis



Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan hukum
Agraria mengenai pemanfaatan tanah negara Eks Hak Guna Usaha Atas
Nama PT.Sinar Kartasura sebagai objek wisata I’ampelgading
Homeland.

. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan
dan masukan agar mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat
umum, dalam memahami pemanfaatan tanah negara Eks Hak Guna

Usaha sebagai objek wisata.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian
terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti
judul penelitian penulis. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian
sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan

penelitian yang dilakukan peneliti:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Judul Kesamaan Perbedaan Pembaharuan
Penelitian
1. | Penyelesaian Perkara Membahas Membahas Pembaharuan

Penguasaan Tanah Mengenai Mengenai Penelitian Mengenai
Antara PT.Kereta Api Eks Hak Penyelesaian Sisa Tanah Eks HGU
Indonesia (Persero) Guna Usaha | Penguasaan Atas Nama PT.Sinar
Dengan PT.Sinar PT.Sinar Tanah Eks HGU | Kartasura yang
Kartasura (Aditya Dwi | Kartasura PT.Sinar dikelola oleh
Cahyo, Universitas Kartasura dengan | masyarakat sekitar.
Negeri Semarang, PT.Kereta Api
2018) Indonesia

2. | Pengendalian Membahas Membahas Pembaharuan
Pemanfaatan Ruang Mengenai Mengenai alasan | Penelitian Mengenai
Pada Kawasan Rawan | tanah negara | hukum yang Tanah Negara Eks
Bencana Merapi 111 yang digunakan Hak Guna Usaha
Kabupaten Sleman digunakan Pemerintah Kab. | Atas Nama PT.Sinar
Studi Kasus Objek sebagai Sleman dalam Kartasura dapat
Wisata The Lost World | objek wisata | menetapkan dikelola oleh Desa
Castle di Dusun larangan pada Sebagai Objek
Petung, Kepuharjo, kegiatan wisata Wisata
Cangkringan (Abduloh tersebut
Yahya, UIN
Yogyakarta, 2017)
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Sumber: Data yang di olah dari skripsi Aditya Dwi Cahyo (2018) dan Abduloh

Yahya (2017)

Tabel diatas adalah sebagian dari penelitian yang sudah dilakukan, dan
dijadikan sebagai sumber refrensi oleh penulis, adapun penjelasan dari tabel
tersebut adalah sebagai berikut:

1) Skripsi Aditya Dwi Cahyo dibuat tahun 2018 yang berjudul
Penyelesaian Perkara Penguasaan Tanah antara PT.Kereta Api
Indonesia (Persero) dengan PT.Sinar Kartasura. Penelitian ini
bertujuan untuk mencari apa faktor dan penyelesaian perkara
penguasaan tanah antara PT. Kereta Api Indonesia (persero) dengan
PT. Sinar Kartasura.

2) Skripsi Abdulloh Yahya dibuat pada tahun 2017 yang berjudul
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana
Merapi |1l Kabupaten Sleman (Studi Kasus Objek Wisata The Lost
World Castle di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. Penelitian
ini menjelaskan mengenai alasan hukum yang digunakan pemerintah
Kabupaten Sleman dalam menetapkan status larangan pada kegiatan
wisata The Lost World Castle dan juga pengendalian terhadap
pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata di Kawasan Rawan

Bencana Merapi IlI.
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2.1 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Umum Tentang Tanah

Pengertian Tanah adalah perspektif Hukum Tanah adalah
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah
dapat menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem (Harsono,
2008:17). Sedangkan pengertian yang lain ketentuan-ketentuan hukum
tanah meliputi pengertian atau konsep tanah, pengertian penguasaan hak

atas tanah dan hak-hak atas tanah (Suhariningsih, 2009:60)

Tanah merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang
ada di bumi dan merupakan sumber penghidupan manusia. Tanah dan
manusia tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara manusia dengan tanah
merupakan hubungan yang bersifat fungsional. Tanah memiliki fungsi
sarana pemersatu, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal
dan juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. (Sapriadi, 2015)

Sedangkan tanah kaitannya sebagai Sumber Daya Alam telah
diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945 yang berbunyi:

1. Bahwa segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat
di dalamnya (Kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di
dalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung

oleh rakyat.
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3. Mencegah agar rakyat tidak kehilangan atau kesempatan hak atas bumi,
air dan isinya.

4. Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.

Tanah dalam arti land perundang-undangan negara lain, National
Land Code Malaysia Tahun 1965 Pasal 5, pengertian “tanah” yang disebut

land meliputi:

a) The surface of the earth and all subtances forming that surface;

b) The earth below the surface and all substances therein;

c¢) All vegetation and other natural products, whether or not requiring the
periodical application of labour to the their production, and whether
on or below the surface;

d) All things attached to the earth or permanently fastened to any thing
attached to the earth, whether on or below the surface;

e) Land convered by water

Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah

mempunyai banyak arti antara lain:

a) Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
b) Keadaan bumi disuatu tempat;

¢) Permukaan bumi yang diberi batas;

d) Bahan dari bumi, bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasar, napal,

cadas, dan sebagainya)
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Berdasarkan pengertian etimologi di atas, kita dapat memahami
bahwa tanah adalah permukaan bumi dengan segala kandungan atau bahan

yang ada didalamnya (Harsono, 2008:19)

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan
kesejahteraan, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut:

1. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran
rakyat.

2. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan
tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya
dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.

3. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
Indonesia dengan memberikan akses seluas-seluasnya pada generasi
akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat.

4. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan
tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai
sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem
pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik

dikemudian hari. (Ismaya.2013:68)

Selanjutnya Martin Dixon menurut Suhariningsih (2009:63)

mengatakan “Land is both the physical asset and right which the owner
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may enjoy in or ever it”. Artinya tanah disebut olen Dixon sebagai
Physical asset dan hak dimana pemegang hak perorangan atau bersama

menikmati manfaat atas tanah tersebut.

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah
1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada
pemegang haknya untuk menggunakan tanah dan/atau mengambil manfaat
dari tanah yang dihakinya (Urip Santoso, 2012:84). Perkataan
“menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu
digunakan untuk kepentingan bangunan (non-pertanian), sedangkan
perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas
tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan,
misalnya untuk Kkepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan
perkebunan.

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi
yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak atas
tanah menurut Effendi Perangin adalah hak memberi wewenang kepada
yang empunya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah

yang dihakinya (Perangin,1994:229).

Berdasarkan hak menguasai dari negara, maka pemberian hak atas
tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah
negara berupa perpanjangan waktu, pembaharuan hak dan perubahan hak,

antara lain:
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1. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu
hak atas tanah tanpa mengubah syarat — syarat dalam pemberian hak
tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu
berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.

2. Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada
pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu
berlakunya hak yang bersangkutan berakhir.

3. Perubahan hak adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan
bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan suatu hak atas

tanah jenis lainnya.

Pemberian hak harus berdasarkan Undang undang Dasar 1945
pasal 33 ayat (3). Tujuan diadakan pemberian hak atas tanah adalah agar
lebih mengarah pada catur tertib dibidang pertanahan, yaitu tertib hukum
pertanahan, tertib pemeliharaan pertanahan dan tertib penggunakan
pertanahan. Pengelompokan hak-hak atas tanah dalam 2 kelompok, yaitu

hak-hak atas tanah primer dan hak-hak atas tanah sekunder, yaitu:

1. Hak-hak atas tanah primer adalah hak atas tanah yang diberikan oleh
Negara, antara lain Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.

2. Hak atas tanah sekunder adalah yang bersumber dari hak pihak lain,
antara lain: Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh
pemilik tanah, Hak Gadai, Hak usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang,

Hak Sewa (Chomzah, 2002)
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Dalam hal penguasaan hak atas tanah, menurut S. Chandra terdapat
tiga persyaratan yang harus dimiliki oleh pemegang hak, yakni: pemilik
sebagai subjek hak, tanah sebagai hak, dan surat sebagai alas
hak(Chandra,2005:5). Sementara itu, menurut Soerjono Dirdjosisworo:
Subjek hak atas tanah merupakan orang perseorangan atau badan hukum,
yang dapat memperoleh suatu hak atas tanah, sehingga namanya dapat
dicantumkan di dalam buku tanah selaku pemegang hak atas tanah. Subjek
hukum adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki hak,
mempunyai kehendak dan dapat melakukan perbuatan hukum.
(Dirdjosisworo,2005:22)

Soedikno Mertokusumo menyebutkan wewenang yang dipunyai
oleh pemegang Hak Atas Tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2
bagian, yaitu (Mertokusumo, 1988:99):

a. Wewenang umum
Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang Hak Atas Tanah
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga
tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan
tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun
1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
b. Wewenang khusus
Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang Hak Atas
Tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai

dengan macam Hak Atas Tanahnya, misalnya wewenang pada tanah
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Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau
mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan
adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak
Guna Usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di
bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
2. Ketentuan dalam Hak Atas Tanah
Macam-macam hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat

(1) UUPA dijabarkan oleh Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yaitu:

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap yang disebutkan dalam Pasal 16 Ayat
(1) UUPA, vaitu:
1) Hak Milik
2) Hak Guna Usaha
3) Hak Guna Bangunan
4) Hak Pakai
5) Hak Sewa
6) Hak membuka Tanah
7) Hak Memungut Hasil Hutan

b. Hak Atas Tanah yang bersifat sementara disebutkan macamnya dalam
pasal 53 UUPA, yaitu:
1) Hak Gadai;
2) Hak Usaha Bagi Hasil,
3) Hak Menumpang;

4) Hak Sewa Tanah Pertanian.
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Secara perinci, pihak-pihak yang dapat diberikan dan mempu-
nyai hak atas tanah, adalah:
a. Perseorangan warga negara Indonesia.
b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
¢. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
e. Badan hukum publik.
f. Badan hukum privat.
Menurut keperluannya, hak atas tanah yang diberikan kepada
perseorangan atau badan hukum untuk keperluan:
a. Mendirikan bangunan.
Bentuk bangunan dapat berupa rumah tempat tinggal, rumah toko,
kantor, pasar, hotel, pabrik, rumah sakit.
b. Pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Dari aspek masa penguasaan tanah, hak atas tanah dibagi men-
jadi 3 (tiga), yaitu:
1) Hak atas tanah yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hak atas
tanah ini adalah Hak Milik.
2) Hak atas tanah yang mempunyai jangka waktu tertentu. Hak atas tanah
ini, adalah:
a) Hak Guna Usaha.
b) Hak Guna Bangunan atas tanah negara.
¢) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.

d) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.
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e) Hak Pakai atas tanah negara.

f) Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.
g) Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

h) Hak Sewa untuk Bangunan.

3) Hak atas tanah yang berlaku selama tanahnya digunakan untuk
pelaksanaan tugasnya atau untuk keperluan tertentu. Hak atas tanah ini
adalah Hak Pakai yang dikuasai oleh:

a) Lembaga negara;

b) Departemen;

¢) Lembaga pemerintah non departemen;

d) Pemerintah daerah;

e) Pemerintahan desa;

f) Perwakilan negara asing;

g) Perwakilan badan internasional,

h) Badan keagamaan dan badan sosial.

Menurut asal tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 3 (tiga) macam,

yaitu:

a. Hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam hak atas tanah
ini, adalah:

1) Hak Milik atas tanah negara.

2) Hak Guna Usaha.

3) Hak Guna Bangunan atas tanah negara.
4) Hak Pakai atas tanah negara.

b. Hak atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan. Macam hak
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atas tanah ini, adalah:
1) Hak Milik atas tanah Hak Pengelolaan.
2) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.
3) Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

c. Hak atas tanah yang berasal dari tanah Hak Milik. Macam hak atas
tanah ini, adalah:
1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.
2) Hak Pakai atas tanah Hak Milik.
3) Hak Sewa Untuk Bangunan.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

ada 3 (tiga) macam jenis tanah di Indonesia, yaitu:

a. Tanah Negara.
Tanah negara adalah tanah yang di atasnya belum terdapat atau belum
dibebani dengan hak atas tanah tertentu.

b. Tanah hak.
Tanah hak adalah tanah yang di atasnya sudah terdapat atau sudah
dibebani dengan hak atas tanah tertentu.

c. Tanah ulayat.
Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh
masyarakat Hukum Adat.

2.2.3 Tanah Negara
1. Pengertian Tanah Negara
UUPA dan undang-undang yang terkait dengan tanah beserta

peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan dan mengatur tanah negara
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secara tegas. Di dalam UUPA sendiri sebutan yang digunakan bagi tanah

negara adalah “tanah yang dikuasai langsung oleh negara”. Istilah tanah

negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, dimana

penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan (Boedi Harsono,

1997:241).

Berikut diuraikan pengertian dari tanah negara yang berasal dari

para pakar, praktisi hukum agraria dan juga sebagaimana terdapat dalam

peraturan perundang-undangan:

a.

Maria SW Sumardjono: Tanah negara adalah tanah yang tidak
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati
dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakai, tanah hak pengelolaan tanah ulayat dan tanah wakaf.

Boedi Harsono: Tanah negara adalah bidang-bidang tanah yang
dikuasai langsung oleh negara (Boedi Harsono, 2007:53).

Arie Sukanti Hutagalung: Tanah negara yaitu tanah-tanah yang belum
ada hak-hak perorangan diatasnya.

I. Soegiarto: Tanah negara ialah tanah-tanah yang belum dilekati
sesuatu hak atas tanah (I Soegiarto, 1994:25).

Ali Achmad Chomzah: Tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai
oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah
sesuai ketentuan yang berlaku (Ali Achmad, 2002:1).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-
tanah Negara: tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh

negara. (Pasal 1a)
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g. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan:
tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara sebagai mana
dimaksud dalam UUPA. (Pasal 1 butir 2)

Penggunaan istilah tanah negara dapat saja digunakan sepanjang
konsepsi dan maknanya disesuaikan dengan UUPA. Artinya, tanah negara
bukanlah tanah “milik” negara yang mencerminkan adanya hubungan
hukum antara negara dan tanah yang bersangkutan yang bersifat privat,
namun merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan
hubungan hukum yang bersifat publik (J. Sembiring, 2018:4).

Berdasarkan hubungan hukum yang bersifat publik itu, maka
wewenang pengelolaan atas tanah negara kemudian “di-atribusikan” ke
berbagai otoritas. Kewenangan otoritas pertanahan atas apa yang disebut
sebagai tanah negara tersebut meliputi: tanah-tanah yang bukan wakaf,
bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah-tanah hak ulayat, bukan tanah-
tanah kaum, dan bukan pula tanah-tanah kawasan hutan (Boedi Harsono,
1997:242).

Menurut ahli hukum Effendi Parangin ada 4 jenis dari tanah negara
yaitu (Perangin, 1991:147):

a. Sejak semula tanah negara, belum pernah ada hak pihak tertentu selain
negara.

b. Bekas tanah partikelir, tanah negara bekas partikelir merupakan

konsekuensi dari UU No. 1 Tahun 1958 yang menghapus semua tanah



23

partikelir di Indonesia. Penghapusan tersebut menyebabkan tanah
partikelir menjadi tanah negara.

c. Bekas tanah hak barat, tanah negara bekas tanah hak barat merupakan
implikasi yuridis dari ketentuan konversi tanah tanah hak barat, yang
menyatakan bahwa tanggal 24 September 1980 merupakan habisnya
waktu berlaku dari bekas tanah hak barat (kecuali sudah dikonversi
menjadi Hak Milik).

d. Bekas Tanah Hak, suatu tanah hak dapat menjadi tanah negara karena
hak yang ada diatasnya: dicabut oleh yang berwenang, dilepaskan
secara sukarela oleh yang berhak, habis jangka waktunya, karena

pemegang hak bukan subjek.

Merujuk pada Penjelasan Umum UUPA dalam Romawi Il (angka
2) mengenai Hak Menguasai Negara dipahami bahwa penguasaan negara
secara langsung itu mengenai tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan
sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya. Dalam hal yang sedemikian

rupa, maka kekuasaan negara itu lebih luas dan penuh.

Sebaliknya, terhadap tanah-tanah yang sudah dihaki oleh seseorang
atau pihak lain, maka kekuasaan negara dibatasi oleh isi dari hak itu.
Artinya, sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada yang
mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas

kekuasaan negara tersebut (J. Sembiring, 2018:10).
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2. Terjadinya Tanah Negara

TANAH
HAK/IZIN

TANAH

NEGARA
(3)

TANAH
NEGARA

)

Bagan 2.1 Klasifikasi Terjadinya Tanah Negara, Sumber: J.Sembiring,
2018:19

Ketiga kelompok dari klasifikasi tanah negara tersebut dapat
diuraikan, sebagai berikut:
a. Sejak semula merupakan tanah negara. (nomor 1)
b. Menjadi tanah negara ketika hak/izin masih melekat (nomor 2), terjadi
karena:
1) Dicabut untuk kepentingan umum (UU No. 20 Tahun 1961)
2) Ketentuan undang-undang
3) Penetapan Pemerintah (kawasan lindung/ konservasi/ suaka
margasatwa)
4) Sesuatu peristiwa (tanah timbul, tanah musnah)
5) Sesuatu perbuatan (ditelantarkan)
6) Suatu perbuatan hukum (pelepasan atau penyerahan hak)
c. Menjadi tanah negara dengan berakhirnya hak/izin dan tidak
diperpanjang, baik karena keinginan pemegang hak, ataupun karena

politik agraria nasional (nomor 3)
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Maria S.W Sumardjono menjelaskan bahwa ruang lingkup tanah

negara (Maria S.W, 2010), yaitu:

-

. tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.

2. Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang
lagi.

3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.

4. Tanah-tanah yang ditelantarkan

5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Tanah timbul dan tanah reklamasi.

7. Kelompok tanah negara sebagai hasil nasionalisasi (UU No0.86 Tahun
1958), UU No.1 Tahun 1958 (Penghapusan Tanah Partikelir), PP No. 8
Tahun 1953, Perpu No. 3 Tahun 1960, Penpres No. 5 Tahun 1965, dan
Penpres No. 6 Tahun 1964.

2.2.4 Hak Guna Usaha
1. Pengertian Hak Guna Usaha
Hak atas tanah apapun semuanya memberi kewenangan untuk

memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi suatu

kebutuhan tertentu. Pada hakekatnya pemakaian tanah hanya terbatas

untuk dua tujuan. pertama, untuk diusahakan. Misalnya untuk usaha

pertanian, perikanan, mungkin juga peternakan. Kedua, tanah dipakai

sebagai tempat untuk membangun sesuatu. Seperti membangun gedung,

membangun jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, parawisata dan lain-lain.
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Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara. Hak yang diberikan oleh Negara kepada
perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk
melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. (Urip Santoso, 2012:79)

Mengenai hak guna usaha diatur dalam Pasal 28-34 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria(UUPA). Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam UUPA
Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Pokok
Agraria, Hak Guna Usaha adalah hak yang khusus untuk mengusahan
tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan
dan peternakan. Bedanya dengan Hak Pakai ialah bahwa Hak Guna Usaha
hanya dapat diberikan untuk keperluan dan atas tanah yang luasnya paling
sedikit 5 hektar. Berlainan dengan Hak Pakai maka Hak Guna Usaha dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani dengan Hak
Tanggungan. Hak Guna Usaha pun tidak dapat berikan kepada orang-
orang asing, sedangkan kepada badan-badan hukum yang bermodal asing
hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55 yaitu
hak-hak asing menurut Ketentuan Konversi Pasal I, II, IlI, IV, dan V
dijadikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan hanya berlaku untuk
sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu
paling lama 20 tahun. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan hanya
terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum

yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu
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diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional
semesta berencana. Untuk mendorong supaya pemakaian dan
pengusahaan tanahnya dilakukan secara yang tidak baik, karena di dalam
hal yang demikian Hak Guna Usahanya dapat dicabut (Pasal 34).

Dalam ayat (2) Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya
lebih sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau
lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan
yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berhak (dapat)
mempunyai HGU ialah warga negara indonesia atau badan hukum yang
didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di indonesia (pasal
2 Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996).

Secara garis besar tanggung jawab yang menjadi tugas dan fungsi
BPN dalam pemberian suatu HGU dapat dibagi menjadi 3 bagian (Aris,
2015:9), yaitu:

1. Tugas dan fungsi dalam penertiban 1zin Lokasi
Untuk pemberian izin lokasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
salah satu persyaratannya adalah adanya pertimbangan teknis
pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN, hal ini sesuai dengan Pasal 2
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Tugas dan fungsi dalam proses pemberian HGU
Proses pemberian HGU ini merupakan proses pendaftaran tanah
yang diamanatkan oleh Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UUPA
jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

3. Tugas dan fungsi dalam pengawasan dan evaluasi pemegang HGU.
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Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha menurut
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah Tanah Negara.
Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah
Tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak
Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan
statusnya sebagai kawasan hutan. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah
yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku,
pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan
setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal
tersebut tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat
tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya
berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut
diberi ganti kerugian yang dibebankan kepada pemegang Hak Guna Usaha
Baru. Kemudian mengenai pemberian ganti rugi, ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

2. Subjek Hak Guna Usaha

Subjek dalam Hak Guna Usaha yang dapat menjadi pemegang Hak
Guna Usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 2
dan 3 yaitu Warga Negara Indonesia; Badan Hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemegang Hak
Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat subjek tersebut dalam jangka
waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah

tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat apabila dalam jangka
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waktu tersebut haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus

karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara.

3. Hak dan Kewajiban Hak Guna Usaha

Pemegang HGU mempunyai hak dan kewajiban yang harus

dipenunhi terhadap tanahnya sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 40

Tahun 1996. Pelaksanaan evaluasi berupa penertiban dan daya guna tanah

terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010

tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP No. 11 Tahun

2010).

Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk:

1.

2.

Membayar uang pemasukan kepada Negara;

Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan atau
peternakan sesuai dengan peruntukan dan syarat yang ditetapkan dalam
keputusan pemberian haknya;

Mengusahakan sendiri tanah tersebut dengan baik sesuai dengan
kelayakan usaha yang ditetapkan oleh instansi teknis;

Membangun dan memelihara prasaran lingkungan dan fasilitas tanah
yang ada dilingkungan areal tanah tersebut;

Memelihara kesuburan tanah mencegah kerusakan sumber daya alam
dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai

penggunaan tanah tersebut;
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7. Menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Negara setelah hak guna
usahanya hapus;
8. Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada Kepala
Kantor Pertanahan.
4. Jangka waktu Hak Guna usaha
Hak guna usaha diberikan untuk pertama kalinya paling lama 35
tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Setelah jangka waktu
dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan
pembaruan hak diatas tanah yang sama(Pasal 8 PP 40/1996 jucto Pasal 29
UUPA). Adapun syarat untuk perpanjang atau pembaruan hak guna usaha
adalah sebagai berikut:
1. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat
dan tujuan pemberian hak;
2. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak yaitu
merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Permohonan perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha wajib
diajukan paling lambat dua tahun sebelum berakhirnya hak guna usaha.
Perpanjangan atau pembaruan tersebut juga wajib dicatat dalam buku
tanah pada Kantor Pertanahan.
5. Hapusnya Hak Guna Usaha
HGU dinyatakan berakhir menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah

nomor 40 Tahun 1996 apabila:
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a. Jangka waktunya berakhir;
b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum waktuya berakhir
karena:

1) Tidak dipenuhi kewajiban atau dilanggarnya larangan (berakhir
karena suatu syarat tidak dipenuhi), serta dicabut untuk kepentingan
umum;

2) Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;

d. Diterlantarkan;

e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai yang berhak mempunyai HGU,;

f. Tanah musnah.

Dengan dihapusnya HGU suatu bidang tanah maka tanah tersebut
menjadi tanah negara. Dan selanjutnya negara akan mengatur pengelolaan
dan pemanfaatannya.

2.2.5 Perizinan

Perizinan adalah ketetapan yang diberikan negara atas dispensasi

pada suatu larangan melalui pangajuan persyaratan yang di tetapkan oleh

peraturan perundang-undangan, menurut Prajudi Atmosudirjo.

Untuk mendapatkan izin tersebut, pemohon harus memenuhi
persyaratan dan melalui prosedur pelaksanaan yang ditentukan dalam
peraturan perundang undangan, agar dapat dispensasi dari perbuatan yang
dilarang. Walaupun pada dasarnya perbuatan berizin atau tidak berizin

tidak bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Tetapi,
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stelsel perizinan tersebut merupakan implementasi dari negara hukum,
yang bertujuan menjamin kepastian hukum pada setiap individu

(Atmosudirjo, 1983: 94).

Selanjutnya pendapat lain mengenai pengertian izin adalah suatu
persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang -
undangan untuk menyimpang dari ketentuan peraturan perundang —
undangan tersebut. Dengan memberi izin, Pemerintah memperkenankan
orang yang memohon untuk melakukan tindakan - tindakan tertentu
yang sebenarnya dilarang, hal ini menyangkut perkenan bagi tindakan
yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan. Dengan
demikian pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk

mengemudikan tingkah laku para warga (Berge, 1993 : 2).

Tujuan izin adalah sebagai sarana yang mengendalikan aktivitas
masyarakat, sesuai ruang lingkup hukum pemerintahan yang ada dalam

bagan hukum administrasi oleh de Han, antara lain :

a. Sarana untuk mengendalikan masyarakat, yaitu dengan peraturan
perundang-undangan

b. Sarana — sarana partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan

c. Perlindungan hukum

d. Norma - norma untuk melakukan pemerintahan (Hadjon, 1994: 28).

Ketentuan mengenai perizinan diatur dalam Pasal 37 Undang
— Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuan perizinan diatur oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing —
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masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan. Dalam
hal ini, perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang terkait dengan
izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang
— undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang,
antara lain : izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas

ruang.

Menurut undang-undang penataan ruang, disebutkan mengenai
perizinan pemanfaatan ruang :

1) Perizinan pemanfaatan ruang adalah salah satu bentuk pengendalian
pemanfaatan ruang dapat berlangsung sesuai fungsi ruang yang telah
ditetapkan dalam rencana tata ruang yang telah disepakati oleh
rakyat (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Perizinan pemanfaatan ruang adalah suatu bentuk kegiatan
pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh
Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota, disamping kegiatan
pengawasan dan penertiban.

3) Perizinan pemanfaatan ruang adalah merupakan kebijaksanaan
operasional pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan penetapan
lokasi, kualitas ruang dan tata ruang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Perizinan pemanfaatan ruang terdiri atas tiga jenis perizinan yang

memiliki struktur, sebagai berikut:
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a) Perizinan peruntukan dan perolehan lahan berkaitan dengan
penetapan lokasi investasi dan perolehan tanah dalam bentuk izin
lokasi.

b) Perizinan pengembangan pemanfaatan lahan berkaitan dengan
rencana pengembangan kualitas ruang dalam bentuk Persetujuan
Site Plan.

c¢) Perizinan mendirikan bangunan berkaitan dengan pembangunan tata
ruang dan tata bangunan dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan.

Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin
pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang. Apabila terdapat izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dibatalkan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing
— masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.
Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat
dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara

penggantian yang layak diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.6 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak atau Kuasanya,
dijelaskan bahwa latar belakang dibuatnya Perpu Nomor 51 Tahun 1960

tersebut adalah sebagai berikut:
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“Untuk pembangunan Negara, penggunaan tanah haruslah
dilakukan dengan cara yang teratur. Pemakaian tanah secara tidak
teratur, lebih-lebih yang melanggar norma-norma hukum dan tata
tertib, sebagaimana terjadi di banyak tempat, benar-benar
menghambat, bahkan seringkali/sama sekali tidak memungkinkan
lagi dilaksanakannya rencana pembangunan dipelbagai lapangan.
Pembuatan bangunan-bangunan di dalam kota untuk tempat
tinggal, berjualan dan lain sebagainya yang berjejal-jejal dan tidak
teratur letak dan tempatnya, dari bahan-bahan yang mudah
terbakar, tidak saja menambah besarnya kemungkinan kebakaran,
tetapi dipandang dari sudut kesehatan dan tata tertib keamanan
sungguh tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Belum lagi
diperhitungkan berapa kerugian yang diderita Negara dan
masyarakat, misalnya: dari tindakan-tindakan yang berupa
perusakan tanah-tanah perkebunan, yang merupakan salah satu
cabang produksi yang penting bagi perekenomian Negara dewasa
ini pun, telah sama-sama kita maklumi pula. Demikianlah, maka
bagaimanapun juga pemakaian tanah-tanah secara demikian itu,
sungguhpun dapat dipahami sebab-musababnya, tetapi tidaklah
dapat dibenarkan dan karena itu harus dilarang”.

Merujuk pula pada Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu
Nomor 51 Tahun 1960, menjelaskan bahwa orang yang memakai tanah
atau lahan tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan
pemakaian tanah tanpa izin ini yang dapat dipidana bukan hanya terbatas
pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu
ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi sebelum Perpu ini dibuat. Akan
tetapi, dalam pelaksanaannya tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan
pidana (Pasal 6), bila Menteri Agraria dan Penguasa Daerah [Pasal 3 dan
Pasal 5 ayat (4)] dapat mengadakan penyelesaian secara lain yaitu, melalui
jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengingat
kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat
rencana peruntukan dan penggunakan tanah yang dipakai itu.

(Hendrakusumah, 2011:4)
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Pasal 6 UUPA Tahun 1960, menerangkan bahwa semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial dan Pasal 14 UUPA Tahun 1960
menerangkan tentang pemanfaatan lahan atau peruntukan tanah untuk
pembangunan, maka masyarakat pun harus rela melepaskan kepemilikan

tersebut, dapat melalui proses hibah atau ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1355 ayat (3) KUH Perdata bahwa
orang yang mengurus kepentingan orang lain (termasuk mengurus lahan
atau bangunan) dengan sukarela tanpa diberi kuasa, tidak mendapat upah
tetapi berhak mendapat penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan
sehubungan dengan orang tersebut dalam memelihara lahan atau bangunan
itu sebagai bapak rumah tangga yang baik (berprilaku baik) menurut Pasal
1356 dan Pasal 1357 KUH Perdata, dan mengurus dengan patut/layak

kepentingan orang yang diwakili. (Hendrakusumah, 2011:4)
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2.3 Kerangka Berfikir

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tentang Sumber Daya Alam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah

Hak Guna Usaha Nomor

1/Candi dan 1/Kenteng Tanah Negara

Atas Nama PT.Sinar
Kartasura

Surat Keputusan

KANWIL BPN J Objek Wisata
ateng I’ampelgading
Nomor 6-V-2001
Fokus Penelitian
Penelitian Pendekatan
deskriptif * Pengelola Tanah Negara yuridis-empiris
Eks Hak Guna Usaha

¢ Dasar Pemanfaatan
Tanah Negara sebagai
Objek Wisata

Objek Wisata yang berada di Tanah Negara

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir
Keterangan :
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui fakta dilapangan mengenai
bagaimana pemanfaatan tanah negara Eks Hak Guna Usaha atas nama PT.Sinar
Kartasura sebagai objek wisata I’ampelgading yang dikelola oleh desa di

Kabupaten Semarang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Kewenangan Pengelolaan terhadap tanah negara bekas hak yaitu tanah eks
Hak Guna Usaha atas nama PT.Sinar Kartasura yang berada di Desa Candi
dan Desa Kenteng Kecamatan Bandungan adalah kewenangan otoritas
pertanahan yaitu Kementerian Atr/Bpn. Tanah Hak Guna Usaha atas nama
PT.Sinar Kartasura tersebut dibatalkan oleh Surat Keputusan Kantor Wilayah
BPN Jawa Tengah nomor 5-V-2001 dengan diperkuat oleh Putusan
Mahkamah Agung Nomor 03 PK/TUN/2009. Selanjutnya terhadap
pembatalan tersebut menyebabkan tanah tersebut berstatus tanah negara
berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
Namun adanya hak prioritas dan hak keperdataan dalam praktik administrasi
pertanahan mengakibatkan kewenangan pengelolaan terhadap tanah negara
tersebut ditangguhkan sampai hak keperdataan tanah tersebut mendapatkan
putusan yang inkrah dari pengadilan.

2. Dasar pemanfaatan tanah negara bekas hak sebagai objek wisata
I’ampelgading Homeland adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kenteng
Nomor: 556/12/X/2017 tentang Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
Kampong Wisata I’AMpelgading Homeland tertanggal 23 Oktober 2017
yang telah menetapkan bahwa Pokdarwis Desa Kenteng sebagai pengembang
dan pengelola objek wisata I’ampelgading Homeland. Tanah negara boleh

dimanfaatkan oleh masyarakat dengan itikad baik tanpa berniat untuk
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memiliki tanah tersebut dengan memperhatikan asas-asas pemanfaatan tanah.
Namun pemanfaatan tanah oleh desa tersebut tidak dibenarkan karena tidak
ada izin dari otoritas pertanahan setempat yang berwenang dan desa tidak
memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pengelolaan terhadap tanah
negara.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah seharusnya lebih mempertegas aturan mengenai hak
prioritas dan hak keperdataan sehingga tidak menimbulkan perbedaan
penafsiran tentang pengaturan tanah negara bekas hak yang telah hapus.

2. Desa seharusnya meminta izin kepada otoritas pertanahan atas pemanfaatan
tanah negara tersebut.

3. Pemerintah Kabupaten seharusnya turut aktif membantu pembangunan objek
wisata I’ampelgading Homeland di Kecamatan Bandungan demi terciptanya
perekonomian desa yang mandiri.

4. Perlu dilakukan penyuluhan kepada pengelola sekaligus pengembang objek
wisata I’ampelgading Homeland tentang kewajiban pemanfaatan tanah
negara sebagai objek wisata. Sehingga tidak akan terjadi pemanfaatan tanah
yang tidak bertanggung-jawab.

5. Pengelola sekaligus pengembang objek wisata I’ampelgading Homeland
harus memenuhi kewajibannya untuk memelihara tanah tersebut. Termasuk

memelihara kesuburan tanah dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
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